

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SEKTOR INDUSTRI KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023


SKRIPSI
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 
Sarjana Akuntansi


[image: Universitas Mulawarman - Wikipedia bahasa Indonesia ...]



Oleh:
THASYA MARSAULINA HUTAURUK 2101036186
AKUNTANSI


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
2025


[bookmark: _bookmark0]HALAMAN PENGESAHAN


	Judul Penelitian
	:
	Pengaruh Komisaris Independen dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Konsumsi  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek
Indonesia Periode 2019-2023

	Nama Mahasiswa
	:
	Thasya Marsaulina Hutauruk

	NIM
	:
	2101036186

	Fakultas
	:
	Ekonomi dan Bisnis

	Program Studi
	:
	S1 Akuntansi




Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi


Menyetujui, Samarinda, 01 Juli 2025
Pembimbing,



Ibnu Abni Lahaya, S.E.,M.S.A NIP. 198512062008121002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman




Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE.,Ak.,MSA.,CA.,CSP NIP. 198502042009122007







SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

	Judul Penelitian
	:
	Pengaruh Komisaris Independen dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Konsumsi  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek
Indonesia Periode 2019-2023

	Nama Mahasiswa
	:
	Thasya Marsaulina Hutauruk

	NIM
	:
	2101036186

	Hari
	:
	

	Tanggal Ujian
	:
	



TIM PENGUJI





















[bookmark: _bookmark1]ABSTRAK

Thasya Marsaulina Hutauruk, 2025. Pengaruh Komisaris Independen dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Dibimbing oleh Bapak Ibnu Abni Lahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh komisaris independen dan financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh sebanyak 117 data perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2019-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dan financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Kata Kunci: Komisaris Independen, Financial Distress, Tax Avoidance
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[bookmark: _bookmark2]ABSTRACT

Thasya Marsaulina Hutauruk, 2025. The Effect of Independent Commissioners and Financial Distress on Tax Avoidance in Manufacturing Companies in the Consumer Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019- 2023 Period. Supervised by Mr. Ibnu Abni Lahaya. This study aims to test and determine the influence of independent commissioners and financial distress on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 period. This type of research is quantitative research using secondary data. The sample determination used purposive sampling and obtained 117 data from manufacturing companies in the consumer industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 period. The results of this study indicate that independent commissioners have a negative effect on tax avoidance and financial distress does not affect tax avoidance.

Keywords: Independent Commissioners, Financial Distress, Tax Avoidance
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1.1 [bookmark: _bookmark8]Latar Belakang
Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi hampir semua negara, termasuk salah satunya Indonesia. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga kondisi ekonominya. Pendapatan yang berasal dari pajak digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Pajak merupakan sumbangan yang wajib diberikan oleh individu atau entitas yang bersifat memaksa dan dibayarkan kepada negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Peranan pajak sangat penting bagi suatu negara, sehingga pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.
Realisasi penerimaan negara dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan, terutama dalam penerimaan pajak. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak mencapai 84,44% dari target atau Rp. 1.322 triliun. Tren ini terus meningkat hingga tahun 2023, dimana realisasinya mencapai 102,73% atau Rp. 1.867 triliun dari target. Secara keseluruhan, penerimaan negara Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif, terutama dalam hal penerimaan pajak (Saptati,2024). Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami pertumbuhan positif, terutama sejak tahun 2019 hingga 2023




Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2019-2023
(Dalam Miliar Rupiah)
	Sumber
Penerimaan
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Penerimaan Pajak
	1.546.141
	1.285.136
	1.547.841
	2.034.552
	2.118.348

	Penerimaan Bukan Pajak
	408.994
	343.814
	458.493
	595.594
	515.800

	Total
	1.955.136
	1.628.950
	2.011.347
	2.630.147
	2.640.348


Sumber : www.bps.go.id
Menurut informasi dari Kementrian Keuangan, penerimaan pajak yang berasal dari sektor pengolahan mencapai Rp. 38,1 triliun pada bulan Januari 2024. Setoran pajak dari sektor ini menempati urutan kedua terbesar dalam kontribusi, yakni sebesar 26,2% dari total seluruh penerimaan pajak. Penerimaan negara yang cukup besar ini ditingkatkan secara maksimal agar pertumbuhan ekonomi negara dan juga pembagunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan secara optimal. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, tetapi seringkali terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan yang seringkali terjadi akibat adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan juga wajib pajak.
Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab pandangan masyarakat dalam hal ini sebagai wajib pajak menjadi negatif, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Dari sekian banyak wajib pajak yang terdaftar, hanya sebagian yang melakukan kewajiban membayar pajak. Hal ini merupakan akibat dari pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa dengan membayar pajak maka akan mengurangi penghasilan mereka. Pandangan negatif tersebut yang membuat masyarakat seringkali meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan, atau disebut dengan penghindaran pajak. Selain masyarakat



pandangan yang berbeda juga terjadi antara pemerintah dan juga perusahaan sebagai wajib pajak sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang juga memanfaatkan penghindaran pajak untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak.
Terdapat berbagai jenis perusahaan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur adalah jenis usaha yang menawarkan barang dalam bentuk produk siap pakai. Barang-barang ini di produksi melalui serangkaian langkah yang dimulai dengan pengadaan bahan baku, lalu diolah hingga akhirnya menjadi produk yang siap digunakan oleh masyarakat. Salah satu bagian dari perusahaan manufaktur adalah sektor industri barang konsumsi, yang tergolong dalam perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Keberadaan perusahaan manufaktur ini menjadi salah satu sasaran Direktorat Jenderal Pajak, sebagai wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai badan usaha di Indonesia, perusahaan manufaktur wajib dalam melakukan pembayaran pajak kepada negara secara rutin setiap tahunnya. 
Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya tentunya memiliki target untuk mendapatkan laba yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal. Perusahaan akan berupaya dalam menekan beban pajak yang akan dikeluarkan seminimum mungkin sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Tentunya jika perusahaan ingin mendapatkan laba yang maksimal maka perusahaan harus mengelola beban pajaknya. Pajak dianggap sebagai beban yang harus diminimalkan oleh sebuah perusahaan.
4


4


Bagi masyarakat baik individu maupun badan usaha, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka, terutama karena dengan melakukan pembayaran pajak manfaat yang diterima tidak secara langsung pada saat melakukan pembayaran pajak. Kondisi ini menyebabkan individu dan perusahaan mengambil langkah untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan secara legal untuk menekan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum yang ada. Tax avoidance legal untuk dilakukan ssebagai tindakan untuk meminimalisir beban pajak yang ada pada perusahaan. Tax avoidance merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak namun tetap mematuhi perutan perundangan-undangan yang berlaku. 
Secara etik, tax avoidance tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku karena merupakan upaya yang sah dalam mengurangi dan meringankan beban pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Bagi perusahaan, tax avoidance bertujuan dalam meminimalkan kewajiban pajak sehingga meningkatkan keuntungan serta likuiditas secara optimal.
5

Beberapa kasus yang muncul akibat penghindaran pajak, salah satunya adalah kerugian yang timbul karena tindakan tersebut. Berdasarkan laporan dari Tax Justice Network, diperkirakan Indonesia akan mengalami kerugian sekitar US$ 4,86 miliar setiap tahun, yang setara dengan Rp. 68,7 triliun (dengan kurs rupiah Rp. 14.149 per dolar AS) akibat penghindaran pajak (Fatimah, 2020). Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pajak sedang menyelidiki kasus yang melibatkan penerbitan faktur pajak palsu oleh
5

tersangka AY dengan menggunakan PT. EIB, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 110.723.045.700,00. Penyelidikan telah menghasilkan barang bukti yang telah diserahkan oleh tersangka AY kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Penyidik dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I. Selain itu, penyidik juga telah menyerahkan barang-barang sitaan milik AY yang bernilai miliaran rupiah, termasuk dua properti dan bangunan di Bogor, sebuah mobil Alphard, sebuah mobil Honda Jazz, sebuah sepeda motor, serta uang tunai yang mencapai ratusan juta rupiah. 
Salah satu perusahaan di bidang manufaktur untuk industri konsumsi yang juga terlibat dalam penghindaran pajak adalah PT Coca-Cola Indonesia (CCI). Penghindaran pajak oleh PT Coca-Cola Indonesia (CCI) terjadi selama tahun 2002,2003,2004, dan Direktorat Jenderal Pajak mencurigai bahwa pembengkakan biaya iklan ini merupakan bagian dari praktik transfer pricing yang bertujuan meminimalkan beban pajak, karena biaya iklan tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan produk yang dihasilkan oleh CCI.
Berdasarkan fenomena penghindaran pajak yang terjadi di atas menginspirasi penelitian ini untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak tersebut. Tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan sangat berakitan dengan cara tata kelolal perusahaan yang baik, yang dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG). Keterkaitan antara tata kelola perusahaan yang baik dan penghindaran pajak terlihat dari pengawasan kinerja keuangan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, termasuk dewan komisaris independen yang memiliki peran dalam mengawasi dan mengontrol praktik penghindaran pajak tersebut. 
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Salah satu faktor yang dapat meminimalisir terjadinya tax avoidance adalah dengan adanya dewan komisaris independen. Kehadiran dewan komisaris independen dianggap berpengaruh pada praktik penghindaran pajak karena mereka bertugas mengawasi perusahaan dan memastikan bahwa tata kelola perusahaan diterapkan dengan baik. Investor biasanya cenderung tidak memilih perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk dan lebih memilih perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Hal ini berdampak positif bagi kesejahteraan pemangku kepentingan dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian oleh Dewi & Oktaviani, (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance sedangkan hasil penelitian oleh (Amelia & Febyansyah, 2023) menunjukkan hasil yang berlawanan yakni dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
Selain tata kelola perusahaan, faktor lainnya yang juga memengaruhi praktik penghindaran pajak (tax avodaince) adalah bagaimana perusahaan mengelola keuangannya agar terhindar dari kondisi kesulitan keuangan (financial distress). Financial Distress adalah situasi di mana suatu perusahaan menghadapi isu keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya, yang dapat menjadi indikasi awal bahwa perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan menjadi aspek penting untuk memprediksi kelangsungan hidup perusahaan dan mencegah terjadinya kebangkrutan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan dapat menghindari tekanan financial yang mendorong praktik penghindaran pajak. Penelitian terkait pengaruh financial distress terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) telah diteliti terlebih dahulu oleh Simanjutak & Suranta, (2024) menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Agustina & Arief, (2024) menunjukkan hasil yang berbeda yakni financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
		Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penghindaran pajak (tax avoidance). Objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor industri barang konsumsi dalam kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2019-2023. Alasan peneliti memilih objek perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yakni karena banyak dari penelitian sebelumnya yang meneliti perusahaan manufaktur secara keseluruhan dan meneliti sektor lainnya selain sektor industri konsumsi. Selain itu, perkembangan perusahaan industri barang konsumsi yang pesat dan mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara juga menjadi alasan peneliti dalam menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Pengaruh Komisaris Independen dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance?
2. Apakah financial distress berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:
1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak financial distress terhadap penghindaran pajak.
1.4 Manfaat Penelitian
Setiap penelitian tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepntingan, baik manfaat  secara teoritis maupun manfaat secara praktis.
Penelitian ini juga diharapkan dapat membawa beberapa manfaat diantaranya:
1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan wawasan dan pengetahuan akan bertambah mengenai hal-hal yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sektor industri konsumsi dan juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dapat dipelajari dalam perkuliahan.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh dewan komisaris independen dan financial distress terhadap tax avoidance.
b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan yang membantu investor dalam mengambil keputusan investasi.
c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan terkait praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer dan pemilik perusahaan.
d. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi literatur bagi peneliti berikutnya serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan tax avoidance. 
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[bookmark: _bookmark13]BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _bookmark14]Landasan Teori

2.1.1 [bookmark: _bookmark15]Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan terkait kaitan kontrak kerja antara pihak principal dan agen. Pihak principal merupakan pihak yang memberikan instruksi kepada pihak lain yakni agen untuk melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan pemilik perusahaan sebagai principal selalu memiliki keinginan untuk memperoleh seluruh informasi terkait aktivitas perusahaan, termasuk kegiatan manajemen dalam mengelola dana yang telah diinvestasikan di dalam perusahaan.
Adanya pemisahan fungsi dan konflik kepentingan dalam perusahaan antara agen dan principal, yang melatarbelakangi terjadinya konflik agensi. Sebagai agen, manajer bertugas dalam mengelola keuangan pemiliki (principal) secara optimal, namun di sisi lain manajer juga memiliki kepentingan pribadi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini sering kali menyebabkan terjadinya tindakan oportunistik yakni tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan demi mencapai kepentingan terbaik bagi principal.  
Masalah agensi biasanya di awali dari adanya ketidakseimbangan informasi baik oleh agen maupun principal yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang diterima. Informasi yang lebih dominan dimiliki oleh manajer dibandingkan oleh pemilik akan memberikan peluang kepada manajer
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untuk bertindak oportunis yaitu memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada demi kepentingan untuk memaksimalkan keuntungannya. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan ialah teori keagenan dalam menjelaskan praktik tax avodaince, di mana pemerintah berperan sebagai principal dan perusahaan sebagai agen. Pemerintah sebagai principal mewajibkan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, perusahaan sebagai agen lebih memprioritaskan upaya untuk memaksimalkan laba guna menarik investor serta mengurangi beban biaya, termasuk dengan menekan beban pajak melalui praktik tax avoidance. 
Informasi lebih sedikit yang dimiliki oleh pihak principal akan membuatnya sulit dalam pengambilan keputusan dan pengendalian akan tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Akibatnya, terkadang terdapat kebijakan- kebijakan tertentu yang bertentangan dilakukan oleh pihak manajemen demi memuaskan kepentingan pribadinya. Salah satu yang menjadi kekhawatiran pihak pemegang saham adalah potensi manajemen dalam menghindari kewajiban pajak. 
2.1.2 [bookmark: _bookmark16]Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tax avoidance merupakan serangkaian strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau peluang pada peraturan perpajakan di suatu negara (Aldaniar & Sapari, 2023). Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tentu mengharapkan pencapaian laba akhir yang tinggi dan
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berusaha menekan beban biaya yang mengurangi laba, salah satunya adalah beban pajak terutang. Berbagai usaha akan dilakukan, baik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang ada (legal) maupun dengan langkah yang melanggar aturan (ilegal).
Tax avoidance menjadi salah satu cara perusahaan agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan beban pajak, karena praktik penghindaran pajak yang satu ini merupakan upaya yang legal untuk dilakukan perusahaan dan tidak melanggar peraturan yang ada dalam perpajakan. Namun dampak dari penghindaran pajak ini cukup merugikan bagi perpajakan suatu negara.
Tax avoidance merupakan tindakan yang digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar dengan menggunakan celah atau kekurangan dalam undang-undang serta peraturan perpajakan yang ada. Praktik ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penyebab munculnya tax avoidance antara lain adalah tarif pajak yang relatif tinggi, ketentuan perpajakan yang kurang tegas, serta lemahnya sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan perpajakan. Dalam penelitian ini, tarif pajak digunakan sebagai indikator karena dianggap mampu menunjukkan perbedaan yang konsisten antara laba yang dihasilkan dari perhitungan pajak (laba kena pajak). Penilaian penghindaran pajak dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan Effective Tax Rate (ETR).
Pada dasarnya, Effective Tax Rate (ETR) adalah proporsi dari tarif pajak yang harus dibayar oleh emiten mengacu pada informasi finansial pada annual report emiten tersebut (Sjahril, 2020). Tarif Pajak Efektif (ETR) dapat mengukur seberapa  besar  kemampuan  suatu  perusahaan  dalam  usaha  meminimalkan
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pembayaran pajak relatifnya terhadap pendapatan sebelum pajak perusahaan. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak dianalisis melalui nilai Effective Tax Rate (ETR). ETR mencerminkan proporsi total beban pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan dari seluruh pendapatan sebelum pajak yang diperoleh. Tarif Pajak Efektif (ETR) dihitung dengan cara membagi total kewajiban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan (Sandy & Lukviarman, 2015):
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ETR =

Beban Pajak Penghasilan
Laba Sebelum Pajak	x 100%

2.1.3 [bookmark: _bookmark17]Dewan Komisaris Independen

Mereka yang bertindak sebagai komisaris independen tidak memiliki kaitan dengan manajemen perusahaan. Anggota dewan komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki hubungan dan kaitan apapun dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan dengan anggota direksi maupun dewan komite, serta tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan induk (Fadillah, 2017).
Dewan komisaris independen adalah lembaga perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus sesuai dengan peraturan, serta memberikan rekomendasi kepada pihak direksi. Smekain banyak komisaris independen dalam suatu perusahaan, semakin baik dalam menjalankan fungsi monitoring dan pengendalian terhadap manajemen terkait perilaku oportunistik manajer yang mungkin terjadi (Jensen & Meckling, 1976).


Dewan komisaris independen berperan dalam mengawasi kinerja perusahaan guna memastikan bahwa tata kelola perusahaan (Corporate Governance) dijalankan dengan baik. Dengan bertambahnya jumlah komisaris independen, pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin intensif. Dalam penelitian ini, dewan komisaris independen yang dahulu digunakan oleh Puspitasari et al.,(2024) diukur dengan rumus sebagai berikut:
[bookmark: _bookmark18]
2.1.4 Financial Distress

Menurut Lau (2021) financial distress merupakan kondisi pada sebuah perusahaan yang berada pada dua titik ekstrem, yang berawal dari ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang menyebabkan likuiditas menurun, hingga mencapai tahap ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan saat jatuh tempo. Apabila situasi ini tidak segera diatasi, perusahaan berpotensi menghadapi kebangkrutan. Jika keadaan ini tidak segera diselesaikan, perusahaan berpotensi mnegahadapi kebnagkrutan. Financial distress terjadi ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang menyebabkan kondisi keuangannya memburuk. Pada tahap ini, perusahaan tidak lagi memiliki dana yang cukup untuk melunasi kewajibannya.
Financial distress muncul sebelum perusahaan mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Kondisi ini menggambarkan situasi keuangan yang tidak sehat atau sedang mengalami krisis. Financial distress yang cukup serius dan dapat mengganggu aktivitas operasional perusahaan sehingga keadaan tersebut perlu diwaspadai. 
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Menurut Fatmawati, n.d (2017) financial distress dapat terjadi karena beberapa keadaaan yaitu faktor kesulitan arus kas perusahaan, besarnya jumlah hutang, dan kerugian yang terjadi dari kegiatan operasi perusahaan selama beberapa tahun. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang saling terkait. Karena itu, keseimbangan di antara ketiganya perlu dipertahankan oleh perusahaan sehingga dapat terhindar dari risiko kebangkrutan.
Financial distress dapat terjadi ketika pendapatan yang berasal dari penjualan tidak seimbang dengan pengeluaran yang digunakan untuk pembelanjaan, serta akibat kesalahan manajemen dalam mengelola arus kas untuk pembiayaan operasional perusahaan, sehingga menyebabkan defisit kas (Sulastri & Anna 2018). Dalam keadaan seperti ini, perusahaan atau individu menghadapi beban keuangan yang berat dan berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab finansialnya. Selain mengenai tantangan dalam memenuhi kewajiban, kondisi financial distress juga biasanya ditandai dengan profit yang berkurang atau bahkan minus (Ridha Pranita & Titik Kristanti 2020). Situasi ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi masalah keuangan yang serius dan berisiko mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengawasi indikator-indikator tersebut dan melakukan tindakan yang sesuai untuk mencegah munculnya financial distress.
Kesimpulannya, financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan sehingga tidak mampu dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar. Jika keadaan ini dibiarkan berlanjut tanpa penanganan, perusahaan berisiko akan mengalami kebangkrutan. 

2.2 [bookmark: _bookmark19]Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan tolak ukur dalam penulisan dan digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam membangun hipotesis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Alifianti et al., (2017) mengenai pengaruh financial distress dan good corporate governance terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Penelitiannya mengindikasikan bahwa financial distress serta ukuran dewan direksi memiliki dampak signifikasi terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu, variabel kepemilikan saham manajerial, komisaris independen, dan komite audit perusahaan tidak berpengaruh secara signifikasi terhadap praktik penghindaran pajak.
Selanjutnya, penelitian dari Yuniarti Nensi et al., (2020) mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap tax avoidance pada perusahaan lq-45 yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan keberadaan komisaris independen memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).
Selanjutnya, penelitian dari Dewi & Oktaviani, (2020) mengenai pengaruh leverage, capital intensity, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. Walaupun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, capital intensity dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
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Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Febyansyah, (2023) mengenai pengaruh komisaris independen, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa komisaris independen, leverage, dan ukuran perusahaan secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara umum, leverage memberikan dampak yang signifikan terhadap tax avoidance, sementara komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. 
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aldaniar & Sapari, (2023) mengenai pengaruh good corporate governance dan finansial distress terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan kesulitan finansial tidak memengaruhi penghindaran pajak, sementara komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional berdampak negatif terhadap penghindaran pajak.
Selanjutnya, penelitian dari Simorangkir et al., (2020) mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa proporsi komisaris independen memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
Selanjutnya, penelitian dari Guska & Kaesang,(2024) mengenai pengaruh good corporate governance, leverage, dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer cyclicals yang terdaftar di bursa efek
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indonesia periode 2020-2023. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage dan CSR masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama, Tahun Penelitian
	Variabel Penelitian
	Metode Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Alifianti et al., (2017)
	Independen:
Financial	Distress,
Good	Corporate Governance
Dependen:
Tax Avoidance
	Penelitian	ini menggunakan analisis multivarite dengan menggunakan regresi linear berganda.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial distress dan juga ukuran dewan direksi	memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik tax avoidance. Sementara variabel   kepemilikan
saham	manajerial, komisaris independen, dan komite audit perusahaan			tidak memiliki pengaruh yang signifikan		terhadap praktik tax avoidance.

	2.
	Yuniarti Nensi et al., (2020)
	Independen: Kepemilikan Institusional,	Dewan Komisaris Independen Dependen:
Tax Avoidance
	Penelitian		ini menggunakan analisis regresi	linear berganda.
	Hasil	penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan		terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

	3.
	Dewi & Oktaviani, (2020)
	Independen:
Leverage,		Capital Intensity,	Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional
Dependen:
Tax Avoidance
	Penelitian		ini menggunakan metode purposive sampling, dan	dianalisis menggunakan regresi data panel.
	Hasil	penelitian menunjukkan bahwa proporsi	 komisaris independen berpengaruh signifikan		negatif terhadap tax avoidance. Namun demikian hasil penelitian ini menyatakan bahwa leverage, capital intensity dan kepemilikan institusional			tidak berpengaruh  signifikan
terhadap tax avoidance.

	4.
	Amelia & Febyansyah (2023)
	Independen: Komisaris Independen, Leverage,	Ukuran Perusahaan
Dependen:
Tax Avoidance
	Penelitian		ini menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan analisis	regresi
berganda.
	Hasil	penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen, Leverage dan Ukuran Perusahaan,		secara
simultan   berpengaruh
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	signifikan terhadap Tax Avoidance. Secara parsial Leverage berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance sedangkan variabel	Komisaris Independen dan ukuran perusahaan		tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

	5.
	Aldaniar & Sapari, (2023)
	Independen:
Good	Corporate Governance, Financial Distress
Dependen:
Tax Avoidance
	Penelitian		ini menggunakan metode purposive sampling dan	dianalisis menggunakan regresi linear berganda.
	Hasil	penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance		dan kepemilikan institusional berpengaruh    negatif
terhadap tax avoidance.

	6.
	Simorangkir et al., (2020)
	Independen: Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional,	Capital Intensity
Dependen:
Penghindaran pajak
	Penelitian		ini menggunakan metode pusposive sampling dan	dianalisis menggunakan analisis regresi berganda.
	Hasil	penelitian menunjukkan   bahwa
variabel	 proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan	terhadap penghindaran pajak, variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan variabel capital	 intensity berpengaruh negatif dan signifikan	terhadap penghindaran pajak.

	7.
	Guska & Kaesang, (2024)
	Independen:
Good	Corporate Governance, Leverage, Corporate		Social Responsibility
Dependen:
Tax Avoidance
	Penelitian		ini menggunakan metode purposive sampling dan	dianalisis menggunakan regresi linear berganda.
	Hasil	penelitian menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance, sementara Leverage dan CSR masing-masing memiliki		pengaruh negatif  dan  signifikan
terhadap Tax Avoidance.


Sumber : data diolah, 2025
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2.3 [bookmark: _bookmark20]Kerangka Konsep Penelitian
Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam teori agensi (agency theory) terdapat ketimpangan luasnya informasi yang dimiliki antara pihak principal maupun agent, yang disebut dengan asimetri informasi. Manajer sebagai pihak pengelola tentunya lebih mengetahui terkait informasi perusahaan dibanding pihak principal. Kondisi asimetri informasi ini membuat manajer dapat lebih berkesempatan untuk mengedepankan keuntungan pribadinya (oportunis) dan terkadang bertindak tidak sewajarnya sesuai dengan kepentingan pemilik.
Permasalahan asimetri informasi yang terjadi antara pihak principal sebagai pihak yang kurang mengetahui informasi dari perusahaan dan mengkhawatirkan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen. Salah satu tindakan yang mungkin akan terjadi yaitu tindakan penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam hal ini manajer yang bertindak sebagai pengelola perusahaan, demi menarik perhatian pihak principal dan agar kinerjanya dinilai haik maka manajer akan berusaha menampilkan informasi kinerja perusahaan yang terlihat dari peningkatan laba sehingga menunjukkan kualitas kinerja yang cukup menarik perhatian pihak principal nantinya. Dengan keberhasilan yang diterima oleh manajer ini, tentunya akan memberikan keuntungan pribadinya yakni mendapatkan reward.
Namun, usaha yang dilakukan untuk mencapai laba yang tinggi yang dilakukan oleh pihak manajer juga akan diikuti dengan beban pajak yang meningkat untuk dibayarkan oleh perusahaan. Hal inilah yang mendorong manajer untuk melakukan tindakan tax avoidance agar mengurangi peningkatan nilai beban pajak


namun disamping itu tetap mempertahankan perolehan laba yang tinggi agar reward yang diperoleh manajer juga tetap tinggi. Permasalahan lainnya yang seringkali dialami oleh suatu perusahaan adalah ketika terjadinya kondisi kesulitan keuangan. Dalam hal ini manajer memiliki tanggung jawab moral kepada pemilik modal untuk memberikan hasil yang maksimal dan mempertahankan perusahaan dalam kondisi apapun.
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Agency Theory

Principal
Laporan Tahunan
Pertanggungjawaban
Agent
Dewan Komisaris Independen
Indikator Keuangan
Kewajiban Perusahaan
Indikator Good Corporate Governance
Financial Distress
Tax Avoidance
Pajak

[bookmark: _bookmark21]Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber : dikembangkan dalam skripsi
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2.4 [bookmark: _bookmark22]Pengembangan Hipotesis

2.4.1 [bookmark: _bookmark23]Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen merupakan individu yang tidak memiliki hubungan afiliasi apapun dengan pemegang saham pengendali. Di samping itu, komisaris independen juga adalah individu yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi dan tidak menjabat sebagai direktur perusahaan lain yang memiliki keterkaitan. Menurut Dewi, (2019) dewan komisaris independen berfungsi untuk memastikan bahwa manajemen tidak menjalankan kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan dari dewan komisaris independen dapat menurunkan tingkat risiko kecurangan yang dilakukan oleh manajer dalam memanipulasi laba guna menghindari pajak.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57, perusahaan efek diwajibkan memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari total keseluruhan anggota dewan komisaris. Jumlah komisaris independen yang lebih banyak akan meningkatkan pengaruhnya dalam mengawasi kinerja manajemen. (Rohmah et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya persentase komisaris independen, pengelolaan pajak perusahaan cenderung menjadi lebih efektif, dan praktik penghindaran pajak akan semakin berkurang.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi & Oktaviani, (2019) menunjukkan hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. Semakin meningkat proporsi komisaris independen maka akan mengurangi tindakan tax avoidance. Penelitian tersebut didukung
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dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Simorangkir & Aiysah, (2020) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis seperti berikut ini:
H1 : Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance

2.4.2 [bookmark: _bookmark24]Pengaruh Finansial Distress terhadap Tax Aavoidance

Dalam teori agensi, manajemen bertanggung jawab secara signifikan terhadap principal untuk mencapai keuntungan maksimal, dan sebagai gantinya, agen memperoleh imbalan yang sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan akan dihadapkan oleh pilihan antara terus mempertahankan perusahaan atau kehilangan perusahaan dan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya memiliki upaya dalam memperkecil risiko terjadinya kebangkrutan pada perusahaan dengan meminimalisir pengeluaran kas dan beban. Salah satu langkah yang akan diambil perusahaan saat menghadapi kesulitan keuangan adalah dengan menghindari kewajiban pajak.
Umumnya financial distress muncul akibat penurunan kinerja keuangan di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan total aset yang ada. Hal ini mendorong perusahaan untuk segera mengambil langkah yang cepat dalam menangani situasi tersebut agar tidak berlanjut, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kebangkrutan (Indrardi & Sumantri, 2020)
Penelitian yang telah dilakukan oleh Putu et al., n.d (2020) menunjukkan hasil bahwa financial distress berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini
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menunjukkan bahwa tingkat gangguan keuangan yang tinggi akan menurunkan praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan, karena perusahaan yang mengalami financial distress cenderung membayar pajak secara tepat dan mematuhi peraturan yang berlaku. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang telah dilakukan Putu et al., n.d (2023) menyatakan bahwa bahwa financial distress berpengaruh negatif terhadap tax avoidance karena tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi financial distress yang tinggi akan memperburuk reputasi perusahaan dan berisiko jika terdeteksi otoritas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2 : Financial distress berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance

Dari kedua pengembangan hipotesis di atas, maka model penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :
H1
H2
Financial Distress
Tax Avoidance
Dewan Komisaris Independen

[bookmark: _bookmark25]Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber: dikembangkan dalam skripsi.
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[bookmark: _bookmark26]BAB III

[bookmark: _bookmark27]METODE PENELITIAN

3.1 [bookmark: _bookmark28]Definisi Operasional

Setelah dirumuskan beberapa hipotesis dalam penelitian ini, untuk mendukung hipotesis tersebut diperlukan tiga variabel, yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independel merupakan variabel yang mampu mempengaruhi variabel lain, baik secara positif maupun negatif. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Komisaris Independen (X1) dan Financial Distress (X2). Sedangkan variabel dependen adalah  variabel utama yang menjadi pusat perhatian penelitian, yaitu Tax Avoidance (Y).
Definisi operasional dari masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1 [bookmark: _bookmark29]Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak dengan cara menghindari pajak secara legal tanpa melanggar aturan perpajakan. Praktik ini bertujuan untuk meminimalkan tanggung jawab pajak sesuai dengan undang-undang yang relevan. Salah satu ukuran yang dipakai untuk menilai penghindaran pajak adalah Tarif Pajak Efektif (ETR).
27

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak bagi perusahaan dengan omzet lebih dari 50 miliar rupiah adalah 25%. Namun jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak, persentase pajak yang dibayarkan dapat berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika ETR  ≤ 25%, hal ini dipandang menguntungkan bagi perusahaan karena menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya untuk memaksimalkan efisiensi pembayaran pajak. Semakin dekat dengan angka 25%, semakin baik, karena menunjukkan perusahaan berhasil mencapai tingkap Effective Tax Rate (ETR) yang diharapkan. Sebaliknya, jika ETR >25%, hal ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan kurang menguntungkan karena perusahaan gagal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif untuk mengurangi beban pajak, sehingga efektivitas tarif pajak tidak tercapai. 
Effective Tax Rate (ETR) diperoleh dari pembagian beban pajak penghasilan oleh laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah laba bersih yang belum dikurangi oleh biaya pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghitungan ETR dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Hidayat & Fitria, 2018) :
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ETR =

Beban Pajak Penghasilan
Laba Sebelum Pajak	x 100%

3.1.2 [bookmark: _bookmark30]Definisi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah individu yang tidak memiliki hubungan atau afiliasi apapun dengan perusahaan, termasuk tidak memiliki ikatan keluarga atau hubungan lainnya dengan manajer perusahaan. Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), komisaris independen harus memenuhi proporsi minimal 30% dari total anggota dewan komisaris perusahaan. Adanya komisaris independen memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan efektivitas perusahaan serta pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen. Komisaris independen memiliki 


tugas untuk memastikan prinsp dan praktik  Good corporate governance diterapkan secara efisien dan dilaksanakan dengan mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan. Beberapa aspek tersebut mencakup memastikan transportasi dalam laporan keuangan, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlakukan yang adil kepada seluruh pemegang saham, serta menjamin akuntanbilitas perusahaan.
Skala pengukuran yang digunakan dalam variabel ini yaitu skala rasio. Proporsi komisaris independen diukur dengan membandingkan total komisaris independen dengan total dewan keseluruhan dihitung dengan cara sebagai berikut
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(Widodo & Salam 2024) :



	 		
3.1.3 [bookmark: _bookmark31]Definisi Financial Distress



Financial distress adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang terjadi sebelum perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Situasi ini muncul ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan yang menyebabkan ketidakpastian terhadap kelangsungan usahanya atau going concern. Kesulitan keuangan ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban yang akan jatuh tempo, yang dipengaruhi oleh aliran kas perusahaan.
Kesulitan finansial atau financial distress dapat dikenali melalui kinerja keuangan perusahaan, yang didapatkan dari informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Laporan finansial menyajikan gambaran mengenai posisi keuangan, kemampuan, dan kinerja perusahaan, serta memuat informasi lainnya yang
dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan lainnya. Dalam penelitian ini financial distress diukur menggunakan Altman Z-Score (Idi Meiske & Borolla Darwin, 2021) yaitu :
Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E

Keterangan :

A : Aset lancar-utang lancar/Total aset

B : Laba ditahan/Total aset

C : Laba sebelum pajak/Total aset

D : Jumlah lembar saham x Harga per lembar saham/ Total utang

E : Penjualan/Total aset

Dalam metode Altman Z-Score, potensi kebangkrutan suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai Z yang diperoleh. Apabila nilai Z ≥ 2,99, perusahaan dianggap berada pada zona aman, yang berarti bebas dari masalah keuangan. Jika nilai Z berada di antara 1,81 dan kurang dari 2,99, perusahaan masuk dalam zona abu-abu, yang berarti menunjukkan kesulitan keuangan yang sedang dan membutuhkan perhatian khusus. Sedangkan jika nilai Z kurang dari 1,81 perusahaan dikategorikan berada dalam zona distress atau mengalami kesulitan keuangan yang tinggi. 
Tabel 3.1 Operasional Variabel

	Variabel
	Indikator
	Skala Pengukuran

	Tax Avoidance
	Beban Pajak Penghasilan
ETR =	x 100%
Laba Sebelum Pajak
	Rasio

	Komisaris Independen
	Total Komisaris Independen
KI =	x 100%
Total Dewan Komisaris
	Rasio

	
Financial Distress
	
Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E
	
Rasio
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3.2 [bookmark: _bookmark32]Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini mencakup perusahaan manufaktur di sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai berikut :
a. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2019-2023.
b. Perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang mengalami kerugian selama rentang waktu 2019-2023.
c. Perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang tidak memiliki data yang lengkap pada laporan keuangan selama periode penelitian 2019-2023.
[bookmark: _bookmark33]Tabel 3.2 Kriteria Pemilihan Sampel

	Kriteria
	Jumlah Perusahaan

	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
	52

	Perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang mengalami kerugian selama rentang waktu 2019-2023.
	(23)

	Perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang tidak memiliki data yang lengkap pada laporan keuangan selama periode penelitian 2019-2023.
	0

	Jumlah sampel
	29

	Jumlah data tahun amatan 2019-2023
	145

	Sumber : data diolah, 2025


3.3 [bookmark: _bookmark34]Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif. Dalam hal ini data kuantitaif tersebut disajikan dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung dan memiliki satuan pengukuran yang jelas, yang terdapat pada laporan keuangan
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dan laporan tahunan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan berasal dari data yang sebelumnya telah diolah oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan di sektor barang konsumsi sepanjang periode 2019-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Informasi tersebut didapatkan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan bersangkutan.
3.4 [bookmark: _bookmark35]Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data diperoleh melalui sumber sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen relevan seperti artikel, jurnal, dan situs internet. Variabel independen dan dependen serta data dokumentasi yang dipakai bersumber dari laporan tahunan dan keuangan perusahaan di sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023.
3.5 [bookmark: _bookmark36]Metode Analisis Data

Pendekatan analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model regresi linear ganda. Model ini dipilih karena mampu menjelaskan beberapa variabel sekaligus dan karenanya dapat digunakan dalam penelitian saat ini. Selain itu, metode statistik digunakan untuk menganalisis data, dan Paket Statistik untuk Ilmu Sosial 27 (SPSS 27).
32


32


3.5.1 [bookmark: _bookmark37]Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan aspek dari statistik yang mengkaji metode pengumpulan dan penyajian data agar mudah dimenegrti dengan menjelaskan atau memberikan informasi terkait suatu data (Nasution Masnidar Leni, 2017). Fokus utama dari statistik deskriptif adalah untuk menyajikan data secara jelas dan mudah dipahami, yang tercermin dalam informasi seperti jumlah sampel, nilai rata-rata (mean), standar deviasi, serta nilai terkecil dan terbesar.
3.5.2 [bookmark: _bookmark38]Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengujian regresi. Analisis regresi linear berganda perlu memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap asumsi klasik dengan memverifikasi kebenaran asumsi tersebut. Pada penelitian ini, dilakukan serangkaian pengujian asumsi klasik, yang mencakup pengecekan normalitas, multikolinearitas, hetereskodeastisitas, dan autokorelasi. 
3.5.2.1 Uji Normalitas

Untuk memastikan bahwa data pada variabel independen dan dependen dalam model regresi mengukuti distribusi normal, dilakukan pengujian normalitas. Data yang menunjukkan distribusi normal atau hampir normal secara statistik mengindikasikan bahwa model regresi tersebut adalah model yang berkualitas. Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov dengan kriteria pengujian sebagai berikut :
a. Jika tingkat signifikansi > 0,05 artinya data berdistribusi normal
b. Jika tingkat signifikanis < 0,05 artinya data berdistribusi tidak normal
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3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Pemeriksaan multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat matriks korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk menguji keberadaan multikoliniearitas adalah dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF melebihi 10 maka hal tersebut menunjukan bahwa multikolinearitas adalah masalah yang pasti terjadi antar variabel bebas (Sriningsih et al., 2018). Pada penelitian ini, pengujian multikolinearitas digunakan untuk mengevaluasi nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF), yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan mengenai uji mulltikolinearitas ini:
a. Apabila nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,1, hal ini menandakan adanya indikasi multikolinearitas.
b. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1, maka tidak terdapat indikasi multikolinearitas.
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual atau selisih antara nilai observasi antara nilai yang teramati dan nilai yang diprediksi dalam model regresi linear memiliki variansi yang berbeda-beda antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika varience dari residual tetap disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Indri Zakia & Putra Hamdani, 2022). Prasyarat penting dalam model regresi ialah ketiadaan gejala heteroskedastisitas. Untuk mengidentifikasi keberadaan ada tidaknya heteroskedastisitas, sebagai berikut:
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a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur, menandakan adanya gejala heteroskedastisitas.
b. Jika tidak terdapat struktur atau pola yang terlihat jelas, titik-titik tersebar secara acak di sekitar angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas.
3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan (error) pada periode t-1 dalam model regresi linear memiliki hubungan korelasi. Autokorelasi terjadi ketika terdapat hubungan korelasi antara dua variabel. Autokorelasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap asumsi klasik yang lebih sering/dominan terjadi ketika regresi linier sebagai sebagai suatu teknik analisa menggunakan data deret waktu (time series), walaupun autokorelasi juga dapat terjadi dalam data cross section (Risza et al.,2020) Beberapa metode dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi, antara lain:
1. Uji Durbin-Watson menggunakan angka DW sebagai dasar pengambilan keputusan, di mana nilai DW di atas 2 menunjukkan adanya autokorelasi negatif, nilai DW antara -2 hingga 2 menandakan tidak ada autokorelasi, dan nilai DW di bawah -2 mengi
2. Run test digunakan untuk memeriksa apakah resiudla bersifat acak tanpa adanya hubungan korelasi. Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.
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3.5.3 [bookmark: _bookmark39]Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk meramalkan nilai rata-rata variabel dependen di populasi berdasarkan nilai dari satu atau lebih variabel independen.
Sebuah model berdasarkan persamaan regresi dikembangkan:Keterangan:

Y = α + β1X1 + β2 X2 + e	3.1

Y 	: Penghindaran Pajak 
X1 	: Komisaris Independen
X2 	: Financial Distress
α 	: Konstanta
β1 – β2 	: Koefisien regresi variabel independen 
e 	: error
3.5.4 [bookmark: _bookmark40]Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa koefisien regresi b1, b2, dan b3 semaunya sama dengan nol. Kriteria untuk pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:
a. Jika nilai signifikansi uji F lebih dari 0,05, maka hipotesis nol diterima, yang berarti variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Jika nilai signifikasi uji F kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)
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Koefisien determinasi, atau R2 , merupakan angka antara 0 dan 1 yang menunjukkan seberapa efektif model dalam menjelaskan variasi pada variabel yang bergantung.
Banyak peneliti merekomendasikan penerapan nilai Adjusted R2 untuk menentukan model regresi terbaik, karena nilai R2 cenderung meningkat setiap kali variabel independen ditambahkan, meskipun variabel tersebut mungkin tidak memberikan pengaruh signifikan pada variabel dependen. Semakin tinggi persentase Adjusted R2, semakin besar kontribusi variabel bebas (X) dalam mempengaruhi variabel terikat, sementara persentase sisanya menunjukkan pengaruh variabel beban lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Sebaliknya semakin kecil presentasenya maka semakin kecil kontribusi atau peran variable bebas (X) dalam mempengaruhi variable terikat (Sehangunaung & Mandey, 2023).
3.5.4.3. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dapat mendukung jawaban teoritis yang ada dalam rumusan hipotesis. Uji-t digunakan untuk menilai pentingnya variabel independen dalam menerangkan variasi pada variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi t kurang dari 0,05, yang menunjukkan adanya hubungan signifikan secara statistik antara variabel independen dan variabel dependen. Uji ini menerapkan tingkat kepercayaan 95%. Jika nilai t lebih besar 0,05, hipotesis nol diterima; sebaliknya, hipotesis ditolak, yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dan dependen (Ghozali, 2016)
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BAB IV

[bookmark: _bookmark42]HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 [bookmark: _bookmark43]Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan manufaktur di sektor industri konsumsi antara tahun 2019-2023, yang dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada kriteria dan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
[bookmark: _bookmark44]Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penelitian

	Kriteria
	Jumlah Perusahaan

	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
	52

	Perusahaan manufaktur sentor industri konsumsi yang mengalami kerugian selama rentang waktu 2019-2023.
	(24)

	Perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang tidak memiliki data yang lengkap pada laporan keuangan selama periode penelitian 2019-2023.
	0

	Jumlah sampel
	29

	Jumlah data tahun amatan 2019-2023
	145

	Data oultlier
	28

	Jumlah data yang diolah
	117

	Sumber : data diolah, 2025



Jumlah data amatan yang diperoleh selama periode 5 tahun adalah sebanyak 145 data. Sebanyak 28 data outlier yang harus dikeluarkan dari sampel akibat memiliki nilai yang ekstrim, sehingga jumlah data yang tersisa untuk diolah dalam penelitian ini ialah sebanyak 117 data. Data outlier merupakan data yang muncul dalam bentuk nilai ekstrim dan memiliki karakteristik yang signifikan berbeda dari sebagian besar data lainnya sehingga harus dikeluarkan.
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4.2 [bookmark: _bookmark45]Analisis Data

4.2.1 [bookmark: _bookmark46]Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan penjelasan data tentang ciri-ciri sampel mencakup nilai terendah, tertinggi, rata-rata, serta standar deviasi dari masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif difokuskan pada variabel-variabel seperti penghindaran pajak (tax avoidance), komisaris independen, dan financial distress pada perusahaan manufaktur di bidang barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2019-2023.
[bookmark: _bookmark47]Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif
[image: ]

Sumber: Data diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, hasil analisis statistik deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:
39

1. Variabel independen Komisaris Independen (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0,22 dan nilai maksimum sebesar 0,67. Nilai rata-rata (mean) pada financial distress mencapai 0,4038 dengan standar deviasi dari variabel tersebut adalah 0,10067. Nilai untuk standar deviasi dapat diartikan bahwa
39


ukuran variabilitas data yang dianalisis adalah 0,10067 dari 117 sampel yang digunakan.
2. Variabel independen Financial Distress (X2) memiliki nilai minimum sebesar 1,11 dan nilai maksimum sebesar 13,02. Nilai rata-rata (mean) pada financial distress sebesar 4,0489 dengan standar deviasi yang dimiliki variabel tersebut adalah 2,53617. Standar deviasi memiliki nilai yang dapat diartikan bahwa ukuran penyebaran data yang dianalisis adalah sebesar 2,53617 dari 117 sampel yang digunakan.
3. Variabel dependen Tax Avoidance (Y) menunjukkan nilai terendah 0,05 dan nilai tertinggi 0,42. Nilai rata-rata (mean) untuk penghindaran pajak adalah 0,2241 dengan standar deviasi yang dimiliki variabel tersebut adalah 0,06866. Nilai standar deviasi dapat diartikan sebagai ukuran variasi data yang dianalisis sebesar 0,06866 dari 117 sampel yang diterapkan.

4.2.2 [bookmark: _bookmark48]Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini mengaplikasikan serangkaian pengujian asumsi klasik yang mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi guna memastikan bahwa tidak adanya masalah yang timbul akibat dari pelanggaran asumsi klasik yang biasanya digunakan dalam analisis tersebut.
4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah data dari variabel independen dan dependen dalam model regresi mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal. Uji yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis statistik menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah residual mengikuti distribusi normal atau tidak. Berikut adalah hasil dari proses pengujian normalitas:
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 1 (Sebelum Outlier)
[image: ]

Sumber: Data diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) dari uji normalitas jauh lebih rendah daripada nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05, hal ini dapat diartikan bahwa data yang dihasilkan tidak terdistribusi secara normal sehingga terhadap data penelitian dilakukan outlier. Outlier merupakan data yang memiliki nilai ekstrim dan menyimpang jauh dari data lainnya dalam suatu kumpulan data. Berikut ini adalah hasil data ekstrim menurut hasil dari boxplot.
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[image: ]

Gambar 4. 1 Hasil Data Ekstrim dari Boxplot (Komisaris Independen)
[image: ]

[bookmark: _bookmark49]Gambar 4.2 Hasil Data Ekstrim dari Boxplot (Financial Distress)
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[image: ]

[bookmark: _bookmark50]Gambar 4.3 Hasil Data Ekstrim dari Boxplot (Tax Avoidance)
Berdasarkan hasil outlier melalui boxplot, terdapat angka-angka yang menunjukkan nilai ekstrrim sehingga harus dikeluarkan dari data penelitian. Berikut adalah daftar sampel perusahaan yang dikeluarkan dari data penelitian dikarenakan memiliki nilai yang ekstrim.
Tabel 4.4 Data Outlier

	Kode
	Tahun
	KI
	Z-Score
	ETR

	CAMP
	2019
	0,33
	10,54
	0,30

	
	2021
	0,33
	10,89
	0,15

	
	2022
	0,33
	10,59
	0,21

	CEKA
	2019
	0,33
	13,02
	0,22

	CLEO
	2019
	0,33
	4,51
	0,18

	
	2020
	0,33
	26,46
	0,17

	MLBI
	2020
	0,33
	1,81
	0,62

	MYOR
	2019
	0,40
	3,13
	0,20

	SKBM
	2019
	0,33
	1,56
	2,30

	
	2020
	0,33
	2,23
	0,85

	
	2023
	0,33
	2,15
	2,14

	HMSP
	2019
	0,50
	13,96
	0,25

	
	2021
	0,50
	5,60
	0,69

	MERCK
	2019
	0,50
	2,70
	2,92

	PEHA
	2021
	0,50
	1,59
	1,34

	
	2023
	0,50
	1,54
	1,89

	TSPC
	2019
	0,60
	2,95
	0,76

	
	2020
	0,60
	2,97
	0,49
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	2021
	0,60
	2,96
	0,60

	
	2022
	0,60
	2,60
	0,49

	
	2023
	0,60
	2,90
	0,56

	UNVR
	2019
	0,83
	16,29
	0,32

	
	2020
	0,83
	14,46
	0,18

	
	2021
	0,83
	9,78
	0,25

	
	2022
	0,83
	11,01
	0,25

	
	2023
	0,83
	9,46
	0,24

	SCPI
	2019
	0,33
	5,31
	0,44


Sumber : data diolah, 2025

[bookmark: _bookmark51]Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 2 (Sesudah Outlier)
[image: ]
Sumber: Data diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 setelah dilakukan outlier terdapat 28 data ekstrim yang dihilangkan, sehingga data yang tersisa untuk digunakan adalah sebanyak 117 sampel. Hasil analisis data setelah dilakukan outlier menunjukkan bahwa nilai
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Asymp.Sig. yang mencapai 0,200 melebihi batas signifikansi 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa data telah terdistribusi secara normal.
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model regresi, yang dapat diperiksa melalui nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance berada di bawah 0,1, maka hal ini menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak menunjukkan tanda-tandan multikolinearitas.
[bookmark: _bookmark52]Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas
[image: ]
Sumber: Data diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan informasi dalam tabel 4.6, hasil analisis multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance melebihi 0,1 serta nilai variance inflation factor (VIF) di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah multikolinearitas. Tidak terdapat hubungan linier antara variabel komisaris independen dan financial distress di antara variabel independen. 
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas
45

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji   
45


apakah ada perbedaan variance yang signifikan antara residual satu periode
pengamatan ke periode pengamatan lainnya dalam satu model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan gambar pola scatterplot untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas.
[image: ]
[bookmark: _bookmark53]Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan hasil uji scatterplot diatas dapat dilihat bahwa titik-titik tidak hanya berkumpul pada satu area saja melainkan terlihat bahwa titik-titik data menyebar acak di atas dan di bawah nol pada sumbu Y. Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa tidak terdapat pola yang diidentifikasi dalam distribusi titik-titik tersebut. Dapat disimpulkan, dalam penelitian ini tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.
4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah terjadi korelasi antara gangguan yang terjadi pada periode t dengan gangguan pada periode t-1 (sebelumnya) dalam suatu model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan uji
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Durbin-Watson dalam pengujian autokorelasi. Ketika nilai d (Durbin Watson) berada di bawah batas rendah (dL) atau melebihi batas tinggi (4-dL), maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai d berada di antara batas tinggi (dU) dan batas rendah (4-dU), maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.
[bookmark: _bookmark54]Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi
[image: ]
Sumber: Data diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan hasil output SPSS uji autokorelasi diatas, didapatkan nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,837. Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dU yang dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson. Berdasarkan variabel independen k = 2 dan jumlah data acuan n = 117 dengan nilai signifikansi 0,05 maka ditemukan nilai dU sebesar 1,773 dan dL sebesar 1,663. Jika dilihat dari hasil tersebut nilai durbin-watson terletak antara nilai dU, yaitu 1,773 < 1,837
< 2,227, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

4.2.3 [bookmark: _bookmark55]Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan dampak variabel independen pada variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
47


47






Tabel 4.8 Hasil Analisis Linier Berganda
[image: ]
Sumber: Data diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.8, didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.
Y = α + β1X1 + β2X2 + ε

Y = 8,327 – 7,831X1 – 1,457X2 + ε

Berikut ini adalah penjelasan mengenai persamaan regresi linear bergadan diatas:

1. Nilai konstanta (α) adalah sebesar 8,327 berarti jika semua variabel independen yaitu komisaris independen dan financial distress sama dengan 0, maka nilai prediksi tax avoidance adalah sebesar 8,327.
2. Nilai koefisien regresi (X1) yaitu variabel komisaris independen adalah sebesar -7,831, yakni bernilai negatif. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel komisaris independen memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga apabila nilai variabel komisaris independen meningkat sebesar 1 maka akan meningkatkan nilai tax avoidance. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen cenderung akan meningkatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).
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3. Nilai koefisien regresi (X2) yaitu financial distress adalah sebesar -1,457, yakni bernilai negatif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel financial distress berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sehingga apabila nilai variabel financial distress meningkat sebesar 1 maka akan meningkatkan nilai penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat financial distress cenderung akan meningkatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).
4.2.4 [bookmark: _bookmark56]Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji Simultan (Uji F)

Dalam penelitian ini uji F diterapkan untuk menilai kelayakan model regresi dalam penelitian dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil pengujian kelayakan :
Tabel 4.9 Hasil Uji F
[image: ]
Sumber: Data diolah SPSS versi 27, 2025
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Berdasarkan hasil uji F di atas, didapatkan nilai F hitung sebesar 2,917 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,057. F tabel yang diperoleh adalah sebesar 3,08 pada signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa F hitung < F tabel (2,917 < 3,08) dengan signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,057 > 0,050). Dengan demkian dapat dinilai secara bersamaan  
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Dinilai secara bersamaan variabel komisaris independen dan financial distress tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. 
4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) adalah indikator yang menunjukkan seberapa baik model dapat menjelaskan persentase variasi pada variabel terikat (tax avoidance) yang dipengaruhi oleh variabel bebas seperti komisaris independen dan financial distress. Nilai R2 berada di antara 0 dan 1, dengan nilai yang semakin tinggi menunjukkan semakin besar kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat secara bersamaan dalam model regresi. 
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
[image: ]
[bookmark: _bookmark57]Tabel 4 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R)
Sumber: Data diolah SPSS versi 27, 2025

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai R Square (R2) sebesar 0,027 atau sama dengan 2,7%. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel terikat yaitu tax avoidance dapat menjelaskan sebesar 2,7% oleh variabel bebas yang digunakan yaitu komisaris independen dan financial distress. Adapun 97,3% sisa penjelasan berasal dari beragam variabel dan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
4.2.4.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t merupakan metode yang digunakan untuk menilai sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. 
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Tabel 4.11 Hasil Uji T
[image: ]
[bookmark: _bookmark58]Tabel 4 7 Hasil Uji T
Sumber: Data diolah SPSS versi 27, 2025

Dalam menguji hipotesis, penelitian ini menerapkan uji signifikansi parameter individu (Uji t) yang bertujuan untuk memahami pengaruh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variansi dependen. Berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada tabel 4.9 di atas, penjelasan mengenai hipotesis adalah sebagai berikut:
1. Variabel komisaris independen (X1) memiliki nilai koefisien regresi -7,831 dengan nilai signifikansi 0,046 lebih kecil dari 0,05 dan tanda koefisien negatif sehingga hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, maka H1 diterima.
2. Variabel financial distress (X2) memiliki nilai koefisien regresi -1,379 dengan nilai signifikansi 0,170, maka H2 ditolak.
4.3 [bookmark: _bookmark59]Pembahasan

4.3.1 [bookmark: _bookmark60]Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel komisaris independen (X1) menunjukkan nilai kooefisien regresi sebesar -7,831 yang bernilai negatif dengan tingkat signifikansi 0,046 (sig < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avodaince
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oleh karena itu hipotesis 1 (H1) diterima. Semakin besar persentase komisaris independen di suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Hasil penelitian ini mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen, semakin efektif pengawasan terhadap kinerja manajerial dalam mengurangi praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan. Komisaris independen memiliki peran penting dalam menekan perilaku oportunistik oleh manajemen yang cenderung melakukan penghindaran pajak. Pengawasan yang ketat dari komisaris independen mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal perpajakan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, pengurangan praktik tax avoidance dapat mengurangi kerugian perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Semakin besar jumlah komisaris independen, semakin rendah kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Studi ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikasi terhadap penghindaran pajak perusahaan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021) dan Azizah & Muniroh (2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dikarenakan banyaknya anggota komisaris independen membuat pengawasan semakin kompleks sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir. Dengan jumlah komisaris independen yang semakin banyak maka pengawasan yang dilakukan
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terhadap manajemen akan semakin ketat, sehingga manajemen akan lebih cermat dalam membuat keputusan berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (tax avoidance). 
4.3.2 [bookmark: _bookmark61]Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel financial distress (X2) menunjukkan nilai koefesien regresi -1,379 dengan nilai signifikansi mencapai 0,170 (sig > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa financial distress tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avodaince sehingga hipotesis 2 (H2) tidak didukung. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua ditolak, financial distress tidak dapat mempegaruhi tindakan tax avoidance.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi. Hal ini berarti kondisi keuangan yang dialami perusahaan tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Dalam teori agensi, agen atau manajer memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi internal perusahaan, sehingga mereka cenderung bertindak untuk menjaga reputasi perusahaan di mata investor. Namun, saat perusahaan menghadapi kondisi financial distress, hubungan antara agen dan pemegang saham menjadi sangat rentan. Risiko hilangnya kepercayaan dari investor akan meningkat ketika perusahaan mengalami masalah keuangan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan investor, agen akan berusaha dalam menjaga hubungan baik dengan investor yakni dengan berusaha untuk tetap menjaga kondisi keuangan perusahaan dengan cara meminimalisir pengeluaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengorbankan
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hubungan antara agen dengan pemerintah melalui praktik penghindaran pajak (tax avoidance).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan financial distress tidak berdampak pada tax avoidance juga dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah sampel perusahaan dalam penelitian ini, yaitu hanya sekitar 12,4% perusahaan yang mengalami distress. Ini menandakan bahwa dalam kurun waktu 2019-2023 terdapat hanya sebanyak 18 perusahaan dari keseluruhan perusahaan manufaktur di sektor industri konsumsi yang mengalami masalah keuangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung asumsi yang mengatakan bahwa perusahaan yang sedang berada dalam kondisi kesulitan keuangan (financial distress) akan berupaya mengurangi beban atau pengeluaran kas perusahaan sehingga mengurangi atau mengatasi permasalahan keuangan perusahaan. Fakta lainnya yang mengakibatkan bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor indsutri konsumsi adalah  bahwa perusahaan yang berada pada kondisi kesulitan keuangan (financial distress) cenderung mengalami kerugian, sehingga mendorong perusahaan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Perusahaan yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak penghasilan dan bahkan dapat memperoleh fasilitas kompensasi kerugian pada masa mendatang. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putranti & Putri (2020) dan Tya et al., (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) tidak akan mempertimbangkan untuk melakukan tax avoidance untuk meminimalisir beban pajak karena akan memicu menurunnya investor dalam menanam saham yang terjadi akibat timbulnya ketidakselarasan antara tujuan manajemen perusahaan dan tujuan investor. Perusahaan yang melakukan praktik tax avoidance dalam kondisi financial distress akan semakin sulit dalam kegiatan pendanaan perusahaan yakni investor akan memiliki pemahaman bahwa perusahaan yang menggunakan tax avoidance akan mengalami kebangkrutan.
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[bookmark: _bookmark62]BAB V PENUTUP
5.1 [bookmark: _bookmark63]Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Komisaris independen memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah anggota komisaris independen yang lebih banyak akan membuat pengawasan menjadi lebih rumit, sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir.
2. Kondisi financial distress tidak memberi pengaruh terhadap praktik tax avodiance pada perusahaan manufaktur sektor insdustri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Perusahaan yang mengalami kesulitan finansial cenderung menerapkan praktik penghindaran pajak dengan lebih agresif.
5.2 [bookmark: _bookmark64]Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Bagi para investor yang ingin menanamkan modal pada suatu perusahaan sangat disarankan melakukan analisis terlebih dahulu terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan agar investor dapat memahami secara menyeluruh mengenai kondisi perusahaan dan praktik
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penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Informasi ini sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi, sehingga investor dapat mengatisipasi dan mengelola risiko yang muncul akibat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat dalam melakukan pertimbangan terkait praktik penghindaran pajak dengan memperhatikan komisaris independen dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, agar tidak melakukan penghindaran pajak sehingga perusahaan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar.
3. Bagi perusahaan juga diharapkan tidak melakukan praktik tax avoidance dalam mengembalikan kondisi kesulitan keuangan perusahaan karena akan berdampak pada citra buruk perusahaan. Perusahaan yang mengalami kerugian akan dibebaskan dari beban pajak pada masa mendatang.
4. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel independen dari penelitian sebelumnya yang dapat mempengaruhi tax avoidance juga menambah rentang waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Selain itu peneliti berikutnya juga dapat menambah sampel penelitian tidak terfokus pada satu sektor saja, agar dapat memperluas hasil penelitian selanjutnya.
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[bookmark: _bookmark66]LAMPIRAN
[bookmark: _bookmark67]Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Konsumsi Yang Terdaftsar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023
	No.
	Nama Perusahaan
	Kode

	1.
	PT Campina Ice Cream Industry Tbk
	CAMP

	2.
	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
	CEKA

	3.
	PT Sariguna Primatirta Tbk
	CLEO

	4.
	PT Delta Djakarta Tbk
	DLTA

	5.
	PT Diamond Food Indonesia Tbk
	DMND

	6.
	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
	GOOD

	7.
	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
	ICBP

	8.
	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
	INDF

	9.
	PT Mulia Boga Raya Tbk
	KEJU

	10.
	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
	MLBI

	11.
	PT Mayora Indah Tbk
	MYOR

	12.
	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
	ROTI

	13.
	PT Sekar Bumi Tbk
	SKBM

	14.
	PT Sekar Laut Tbk
	SKLT

	15.
	PT Siantar Top Tbk
	STTP

	16.
	PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
	ULTJ

	17.
	PT Gudang Garam Tbk
	GGRM

	18.
	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
	HMSP

	19.
	PT Wismilak Inti Makmur Tbk
	WIIM

	20.
	PT Darya Varia Laboratoria Tbk
	DVLA

	21.
	PT Kalbe Farma Tbk
	KLBF

	22.
	PT Merck Indonesia Tbk
	MERCK

	23.
	PT Phapros Tbk
	PEHA

	24.
	PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk
	SIDO

	25.
	PT Tempo Scan Pacific Tbk
	TSPC

	26.
	PT Akasha Wira International Tbk
	ADES

	27.
	PT Unilever Indonesia Tbk
	UNVR

	28.
	PT Organon Pharma Indonesia
	SCPI

	29.
	PT Integra Indocabinet Tbk
	WOOD



[bookmark: _bookmark68]Lampiran 2. Data Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
	Kode
	Tahun
	Pembayaran Pajak
	Laba Sebelum Pajak
	CETR

	CAMP
	2019
	21.429.110.362,00
	99.535.473.132,00
	0,22

	
	2020
	16.969.073.278,00
	56.816.360.398,00
	0,30

	
	2021
	18.284.484.130,00
	125.146.931.830,00
	0,15

	
	2022
	32.305.956.086,00
	153.914.313.784,00
	0,21

	
	2023
	33.520.387.987,00
	160.678.405.480,00
	0,21

	CEKA
	2019
	51.024.771.845,00
	285.132.249.695,00
	0,18

	
	2020
	68.470.778.126,00
	232.864.791.126,00
	0,29

	
	2021
	67.126.869.331,00
	236.334.817.214,00
	0,28
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	2022
	68.483.399.069,00
	283.149.105.983,00
	0,24

	
	2023
	38.464.837.011,00
	195.807.621.110,00
	0,20

	CLEO
	2019
	27.000.838.885,00
	172.342.839.552,00
	0,16

	
	2020
	28.882.717.979,00
	168.613.556.985,00
	0,17

	
	2021
	39.838.906.262,00
	229.981.620.687,00
	0,17

	
	2022
	49.638.000.602,00
	248.863.660.595,00
	0,20

	
	2023
	61.585.940.157,00
	412.590.561.105,00
	0,15

	DLTA
	2019
	87.631.571.000,00
	412.437.215.000,00
	0,21

	
	2020
	59.940.288.000,00
	164.704.480.000,00
	0,36

	
	2021
	52.487.053.000,00
	240.865.871.000,00
	0,22

	
	2022
	70.501.581.000,00
	294.211.660.000,00
	0,24

	
	2023
	58.706.516.000,00
	251.130.452.000,00
	0,23

	DMND
	2019
	128.278.000.000,00
	491.816.000.000,00
	0,26

	
	2020
	57.085.000.000,00
	267.246.000.000,00
	0,21

	
	2021
	78.937.000.000,00
	449.922.000.000,00
	0,18

	
	2022
	144.254.000.000,00
	498.775.000.000,00
	0,29

	
	2023
	98.394.000.000,00
	413.132.000.000,00
	0,24

	GOOD
	2019
	126.575.809.278,00
	580.567.005.845,00
	0,22

	
	2020
	103.644.892.445,00
	339.984.897.163,00
	0,30

	
	2021
	156.823.605.867,00
	632.654.506.311,00
	0,25

	
	2022
	152.990.248.871,00
	674.251.464.663,00
	0,23

	
	2023
	161.698.197.437,00
	783.016.628.548,00
	0,21

	ICBP
	2019
	1.615.934.000.000,00
	7.436.972.000.000,00
	0,22

	
	2020
	1.684.628.000.000,00
	9.958.647.000.000,00
	0,17

	
	2021
	2.817.278.000.000,00
	9.935.232.000.000,00
	0,28

	
	2022
	2.231.362.000.000,00
	7.525.385.000.000,00
	0,30

	
	2023
	2.683.881.000.000,00
	11.444.693.000.000,00
	0,23

	INDF
	2019
	2.361.672.000.000,00
	8.749.397.000.000,00
	0,27

	
	2020
	2.784.615.000.000,00
	12.426.334.000.000,00
	0,22

	
	2021
	3.577.269.000.000,00
	14.456.085.000.000,00
	0,25

	
	2022
	2.231.362.000.000,00
	7.525.385.000.000,00
	0,30

	
	2023
	2.683.881.000.000,00
	11.444.693.000.000,00
	0,23

	KEJU
	2019
	37.296.447.311,00
	136.625.747.757,00
	0,27

	
	2020
	41.075.921.197,00
	157.207.256.439,00
	0,26

	
	2021
	32.975.215.226,00
	183.170.597.779,00
	0,18

	
	2022
	53.569.920.697,00
	150.389.911.968,00
	0,36

	
	2023
	16.201.255.409,00
	102.980.669.381,00
	0,16

	MLBI
	2019
	456.918.000.000,00
	1.626.612.000.000,00
	0,28

	
	2020
	246.674.000.000,00
	396.470.000.000,00
	0,62

	
	2021
	174.654.000.000,00
	877.781.000.000,00
	0,20

	
	2022
	323.522.000.000,00
	1.246.487.000.000,00
	0,26

	
	2023
	432.389.000.000,00
	1.397.720.000.000,00
	0,31

	MYOR
	2019
	547.269.067.440,00
	2.704.466.581.011,00
	0,20

	
	2020
	614.758.885.448,00
	2.683.890.279.936,00
	0,23

	
	2021
	406.976.511.485,00
	1.549.648.556.686,00
	0,26

	
	2022
	382.067.996.657,00
	2.506.057.517.934,00
	0,15

	
	2023
	590.728.069.871,00
	4.093.715.832.812,00
	0,14

	ROTI
	2019
	55.180.972.607,00
	347.098.820.613,00
	0,16
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	2020
	32.380.538.836,00
	160.357.537.779,00
	0,20

	
	2021
	50.769.925.062,00
	378.946.292.335,00
	0,13

	
	2022
	82.057.564.271,00
	572.782.719.985,00
	0,14

	
	2023
	108.867.811.220,00
	427.990.685.263,00
	0,25

	SKBM
	2019
	11.849.753.949,00
	5.163.201.735,00
	2,30

	
	2020
	11.582.613.128,00
	13.568.762.041,00
	0,85

	
	2021
	14.422.055.329,00
	44.152.540.846,00
	0,33

	
	2022
	7.269.045.487,00
	117.187.513.903,00
	0,06

	
	2023
	25.545.051.068,00
	11.946.009.923,00
	2,14

	SKLT
	2019
	14.650.111.931,00
	56.782.206.578,00
	0,26

	
	2020
	9.276.903.406,00
	55.673.983.557,00
	0,17

	
	2021
	10.878.886.166,00
	101.725.399.549,00
	0,11

	
	2022
	26.824.618.523,00
	92.439.536.022,00
	0,29

	
	2023
	19.973.001.519,00
	97.118.384.008,00
	0,21

	STTP
	2019
	92.823.915.898,00
	607.043.293.422,00
	0,15

	
	2020
	115.958.847.906,00
	773.607.195.121,00
	0,15

	
	2021
	158.394.616.584,00
	765.188.720.115,00
	0,21

	
	2022
	134.091.037.290,00
	756.723.520.605,00
	0,18

	
	2023
	194.394.407.005,00
	1.102.640.346.668,00
	0,18

	ULTJ
	2019
	278.947.000.000,00
	1.375.359.000.000,00
	0,20

	
	2020
	321.089.000.000,00
	1.421.517.000.000,00
	0,23

	
	2021
	331.696.000.000,00
	1.541.932.000.000,00
	0,22

	
	2022
	427.799.000.000,00
	1.288.998.000.000,00
	0,33

	
	2023
	286.066.000.000,00
	1.507.285.000.000,00
	0,19

	GGRM
	2019
	3.204.640.000.000,00
	14.487.736.000.000,00
	0,22

	
	2020
	2.251.510.000.000,00
	9.663.133.000.000,00
	0,23

	
	2021
	1.224.291.000.000,00
	7.286.846.000.000,00
	0,17

	
	2022
	1.179.292.000.000,00
	3.646.521.000.000,00
	0,32

	
	2023
	2.032.059.000.000,00
	6.860.816.000.000,00
	0,30

	HMSP
	2019
	4.630.741.000.000,00
	18.259.423.000.000,00
	0,25

	
	2020
	2.948.120.000.000,00
	11.161.466.000.000,00
	0,26

	
	2021
	6.325.778.000.000,00
	9.152.166.000.000,00
	0,69

	
	2022
	1.909.078.000.000,00
	8.273.059.000.000,00
	0,23

	
	2023
	2.823.179.000.000,00
	10.311.213.000.000,00
	0,27

	WIIM
	2019
	14.976.706.662,00
	42.874.167.628,00
	0,35

	
	2020
	14.115.264.412,00
	215.214.468.586,00
	0,07

	
	2021
	59.915.239.649,00
	214.884.126.122,00
	0,28

	
	2022
	40.103.992.594,00
	319.471.051.042,00
	0,13

	
	2023
	118.240.423.027,00
	634.835.802.093,00
	0,19

	DVLA
	2019
	79.897.505.000,00
	301.250.035.000,00
	0,27

	
	2020
	57.943.498.000,00
	214.069.167.000,00
	0,27

	
	2021
	83.451.430.000,00
	211.793.627.000,00
	0,39

	
	2022
	61.603.009.000,00
	201.073.217.000,00
	0,31

	
	2023
	33.890.657.000,00
	191.638.258.000,00
	0,18

	KLBF
	2019
	839.509.478.376,00
	3.402.616.824.533,00
	0,25

	
	2020
	602.524.461.985,00
	3.627.632.574.744,00
	0,17

	
	2021
	967.557.071.735,00
	4.143.264.634.774,00
	0,23

	
	2022
	1.165.196.790.019,00
	4.458.896.905.350,00
	0,26
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	2023
	1.005.003.287.142,00
	3.606.237.203.810,00
	0,28

	MERCK
	2019
	368.134.832.000,00
	125.899.182.000,00
	2,92

	
	2020
	9.950.605.000,00
	105.999.860.000,00
	0,09

	
	2021
	27.191.537.000,00
	190.499.576.000,00
	0,14

	
	2022
	74.387.179.000,00
	237.778.369.000,00
	0,31

	
	2023
	50.253.261.000,00
	203.132.986.000,00
	0,25

	PEHA
	2019
	26.928.398.000,00
	129.656.515.000,00
	0,21

	
	2020
	3.089.991.000,00
	64.083.379.000,00
	0,05

	
	2021
	17.231.393.000,00
	12.892.095.000,00
	1,34

	
	2022
	17.445.414.000,00
	41.502.117.000,00
	0,42

	
	2023
	14.453.967.000,00
	7.662.427.000,00
	1,89

	SIDO
	2019
	222.621.000.000,00
	1.073.835.000.000,00
	0,21

	
	2020
	244.347.000.000,00
	1.199.548.000.000,00
	0,20

	
	2021
	315.523.000.000,00
	1.613.231.000.000,00
	0,20

	
	2022
	336.341.000.000,00
	1.419.852.000.000,00
	0,24

	
	2023
	270.119.000.000,00
	1.219.539.000.000,00
	0,22

	TSPC
	2019
	608.007.758.084,00
	796.220.911.472,00
	0,76

	
	2020
	521.052.950.620,00
	1.064.448.534.874,00
	0,49

	
	2021
	658.489.503.260,00
	1.098.370.417.471,00
	0,60

	
	2022
	648.564.325.105,00
	1.329.822.971.089,00
	0,49

	
	2023
	894.183.497.970,00
	1.603.164.196.972,00
	0,56

	ADES
	2019
	15.885.000.000,00
	110.179.000.000,00
	0,14

	
	2020
	19.093.000.000,00
	167.919.000.000,00
	0,11

	
	2021
	57.864.000.000,00
	337.828.000.000,00
	0,17

	
	2022
	82.053.000.000,00
	464.308.000.000,00
	0,18

	
	2023
	112.536.000.000,00
	503.664.000.000,00
	0,22

	UNVR
	2019
	3.120.471.000.000,00
	9.901.772.000.000,00
	0,32

	
	2020
	1.693.036.000.000,00
	9.206.869.000.000,00
	0,18

	
	2021
	1.848.151.000.000,00
	7.496.592.000.000,00
	0,25

	
	2022
	1.759.317.000.000,00
	6.993.803.000.000,00
	0,25

	
	2023
	1.509.118.000.000,00
	6.201.876.000.000,00
	0,24

	SCPI
	2019
	80.799.245.000,00
	181.987.452.000,00
	0,44

	
	2020
	45.417.067.000,00
	288.685.180.000,00
	0,16

	
	2021
	49.546.131.000,00
	166.103.849.000,00
	0,30

	
	2022
	55.557.692.000,00
	227.548.574.000,00
	0,24

	
	2023
	81.563.171.000,00
	239.395.631.000,00
	0,34

	WOOD
	2019
	107.814.934.562,00
	284.050.164.117,00
	0,38

	
	2020
	67.033.593.419,00
	412.446.157.316,00
	0,16

	
	2021
	131.917.900.206,00
	704.423.183.701,00
	0,19

	
	2022
	40.103.992.594,00
	319.471.051.042,00
	0,13

	
	2023
	118.240.423.027,00
	634.835.802.093,00
	0,19



[bookmark: _bookmark69]Lampiran 3. Data Komisaris Independen
	Kode
	
	Tahun
	Komisaris Independen
	Jumlah Seluruh Komisaris
	INDEP

	CAMP
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33
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	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	CEKA
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	CLEO
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	DLTA
	
	2019
	2
	5
	0,40

	
	
	2020
	2
	5
	0,40

	
	
	2021
	2
	5
	0,40

	
	
	2022
	2
	5
	0,40

	
	
	2023
	2
	5
	0,40

	DMND
	
	2019
	3
	5
	0,60

	
	
	2020
	3
	5
	0,60

	
	
	2021
	3
	5
	0,60

	
	
	2022
	3
	5
	0,60

	
	
	2023
	3
	5
	0,60

	GOOD
	
	2019
	2
	5
	0,40

	
	
	2020
	2
	5
	0,40

	
	
	2021
	2
	5
	0,40

	
	
	2022
	2
	5
	0,40

	
	
	2023
	2
	5
	0,40

	ICBP
	
	2019
	2
	9
	0,22

	
	
	2020
	2
	9
	0,22

	
	
	2021
	2
	9
	0,22

	
	
	2022
	2
	9
	0,22

	
	
	2023
	2
	9
	0,22

	INDF
	
	2019
	3
	8
	0,38

	
	
	2020
	3
	8
	0,38

	
	
	2021
	3
	8
	0,38

	
	
	2022
	3
	8
	0,38

	
	
	2023
	3
	8
	0,38

	KEJU
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	MLBI
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	MYOR
	
	2019
	2
	5
	0,40
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	2020
	2
	5
	0,40

	
	
	2021
	2
	5
	0,40

	
	
	2022
	2
	5
	0,40

	
	
	2023
	2
	5
	0,40

	ROTI
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	SKBM
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	SKLT
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	STTP
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	ULTJ
	
	2019
	1
	2
	0,50

	
	
	2020
	1
	2
	0,50

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	GGRM
	
	2019
	2
	3
	0,67

	
	
	2020
	2
	3
	0,67

	
	
	2021
	2
	3
	0,67

	
	
	2022
	2
	3
	0,67

	
	
	2023
	2
	3
	0,67

	HMSP
	
	2019
	1
	2
	0,50

	
	
	2020
	1
	2
	0,50

	
	
	2021
	1
	2
	0,50

	
	
	2022
	1
	2
	0,50

	
	
	2023
	1
	2
	0,50

	WIIM
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	DVLA
	
	2019
	3
	7
	0,43

	
	
	2020
	3
	7
	0,43

	
	
	2021
	3
	7
	0,43

	
	
	2022
	3
	7
	0,43
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	2023
	3
	7
	0,43

	KLBF
	
	2019
	3
	7
	0,43

	
	
	2020
	3
	7
	0,43

	
	
	2021
	3
	7
	0,43

	
	
	2022
	3
	7
	0,43

	
	
	2023
	3
	7
	0,43

	MERCK
	
	2019
	1
	2
	0,50

	
	
	2020
	1
	2
	0,50

	
	
	2021
	1
	2
	0,50

	
	
	2022
	1
	2
	0,50

	
	
	2023
	1
	2
	0,50

	PEHA
	
	2019
	1
	2
	0,50

	
	
	2020
	1
	2
	0,50

	
	
	2021
	1
	2
	0,50

	
	
	2022
	1
	2
	0,50

	
	
	2023
	1
	2
	0,50

	SIDO
	
	2019
	3
	7
	0,43

	
	
	2020
	3
	7
	0,43

	
	
	2021
	3
	7
	0,43

	
	
	2022
	3
	7
	0,43

	
	
	2023
	3
	7
	0,43

	TSPC
	
	2019
	3
	5
	0,60

	
	
	2020
	3
	5
	0,60

	
	
	2021
	3
	5
	0,60

	
	
	2022
	3
	5
	0,60

	
	
	2023
	3
	5
	0,60

	ADES
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	UNVR
	
	2019
	5
	6
	0,83

	
	
	2020
	5
	6
	0,83

	
	
	2021
	5
	6
	0,83

	
	
	2022
	5
	6
	0,83

	
	
	2023
	5
	6
	0,83

	SCPI
	
	2019
	1
	3
	0,33

	
	
	2020
	1
	3
	0,33

	
	
	2021
	1
	3
	0,33

	
	
	2022
	1
	3
	0,33

	
	
	2023
	1
	3
	0,33

	WOOD
	
	2019
	1
	2
	0,50

	
	
	2020
	1
	2
	0,50

	
	
	2021
	1
	2
	0,50

	
	
	2022
	1
	2
	0,50

	
	
	2023
	1
	2
	0,50
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[bookmark: _bookmark70]Lampiran 4. Data Financial Distress
	Kode
	Tahun
	A
	B
	C
	D
	E

	CAMP
	2019
	0,63
	0,14
	0,09
	18,02
	0,97

	
	2020
	0,64
	0,16
	0,04
	14,20
	0,88

	
	2021
	0,69
	0,21
	0,10
	14,25
	0,89

	
	2022
	0,65
	0,14
	0,14
	13,51
	1,05

	
	2023
	0,39
	0,15
	0,14
	17,38
	1,04

	CEKA
	2019
	0,61
	0,63
	0,20
	0,02
	2,24

	
	2020
	0,64
	0,64
	0,13
	0,04
	2,32

	
	2021
	0,63
	0,66
	0,13
	0,02
	3,16

	
	2022
	0,72
	0,75
	0,16
	0,03
	3,58

	
	2023
	0,72
	0,73
	0,10
	0,00
	3,35

	CLEO
	2019
	0,21
	15,16
	2,27
	13,66
	6,28

	
	2020
	0,63
	2,34
	2,43
	14,42
	5,76

	
	2021
	0,07
	0,38
	0,17
	16,27
	0,82

	
	2022
	0,10
	0,41
	0,15
	13,10
	0,80

	
	2023
	0,04
	0,43
	0,18
	10,90
	1,00

	DLTA
	2019
	0,79
	0,82
	0,29
	0,01
	0,58

	
	2020
	0,78
	0,78
	0,13
	0,66
	0,45

	
	2021
	0,71
	0,74
	0,18
	0,41
	0,52

	
	2022
	0,70
	0,74
	0,23
	0,00
	0,60

	
	2023
	0,70
	0,74
	0,21
	10,33
	0,61

	DMND
	2019
	0,29
	0,43
	0,09
	3,95
	1,24

	
	2020
	0,49
	0,45
	0,04
	8,50
	1,08

	
	2021
	0,45
	0,47
	0,07
	6,71
	1,11

	
	2022
	0,43
	0,48
	0,07
	5,26
	1,23

	
	2023
	0,42
	0,51
	0,06
	5,78
	1,29

	GOOD
	2019
	0,14
	0,20
	0,11
	4,85
	1,67

	
	2020
	0,15
	0,17
	0,05
	2,35
	1,16

	
	2021
	0,12
	0,21
	0,09
	5,20
	1,30

	
	2022
	0,19
	0,22
	0,09
	4,87
	1,43

	
	2023
	0,20
	0,27
	0,11
	4,51
	1,42

	ICBP
	2019
	0,26
	0,48
	0,19
	0,00
	1,09

	
	2020
	0,11
	0,22
	0,09
	0,00
	0,45

	
	2021
	0,13
	0,23
	0,10
	0,00
	0,48

	
	2022
	0,18
	0,25
	0,12
	0,00
	0,56

	
	2023
	0,22
	0,29
	0,12
	0,00
	0,57

	INDF
	2019
	0,07
	0,28
	0,10
	0,00
	0,80

	
	2020
	0,06
	0,19
	0,08
	0,00
	0,50

	
	2021
	0,08
	0,21
	0,09
	0,00
	0,55

	
	2022
	0,13
	0,23
	0,11
	0,00
	0,61

	
	2023
	0,16
	0,25
	0,11
	0,00
	0,60

	KEJU
	2019
	0,45
	0,23
	0,21
	6,11
	1,47

	
	2020
	0,45
	0,23
	0,23
	8,69
	1,33

	
	2021
	0,42
	0,39
	0,24
	9,77
	1,36

	
	2022
	0,57
	0,48
	0,17
	13,70
	1,21

	
	2023
	0,57
	0,46
	0,12
	10,99
	1,23

	MLBI
	2019
	-0,15
	0,39
	0,57
	0,01
	1,28
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	2020
	-0,05
	0,49
	0,15
	0,03
	0,68

	
	2021
	-0,15
	0,37
	0,30
	0,02
	0,85

	
	2022
	-0,15
	0,31
	0,37
	0,02
	0,92

	
	2023
	-0,04
	0,40
	0,41
	0,02
	0,10

	MYOR
	2019
	0,48
	0,48
	0,17
	0,02
	1,31

	
	2020
	0,47
	0,53
	0,14
	0,04
	1,24

	
	2021
	0,37
	0,54
	0,09
	0,01
	1,40

	
	2022
	0,41
	0,55
	0,11
	0,02
	1,38

	
	2023
	0,45
	0,61
	0,18
	0,03
	1,32

	ROTI
	2019
	0,16
	0,33
	0,08
	0,24
	0,71

	
	2020
	0,26
	0,36
	0,06
	0,71
	0,72

	
	2021
	0,19
	0,39
	0,10
	0,38
	0,94

	
	2022
	0,16
	0,42
	0,15
	0,23
	0,95

	
	2023
	0,13
	0,36
	0,12
	0,11
	0,97

	SKBM
	2019
	0,12
	0,13
	0,02
	0,00
	1,16

	
	2020
	0,14
	0,13
	0,03
	0,00
	1,79

	
	2021
	0,14
	0,13
	0,04
	0,00
	1,95

	
	2022
	0,19
	0,17
	0,08
	0,00
	1,86

	
	2023
	0,21
	0,18
	0,03
	0,00
	1,54

	SKLT
	2019
	0,11
	0,20
	0,10
	2,71
	1,62

	
	2020
	0,17
	0,24
	0,10
	2,95
	1,62

	
	2021
	0,22
	0,29
	0,11
	4,81
	1,53

	
	2022
	0,20
	0,29
	0,09
	2,44
	1,49

	
	2023
	0,30
	0,29
	0,08
	4,18
	1,40

	STTP
	2019
	0,26
	0,69
	0,21
	0,00
	1,22

	
	2020
	0,26
	0,73
	0,22
	0,00
	1,12

	
	2021
	0,38
	0,80
	0,20
	0,00
	1,08

	
	2022
	0,45
	0,82
	0,16
	0,00
	1,07

	
	2023
	0,55
	0,69
	0,20
	0,00
	0,87

	ULTJ
	2019
	0,44
	0,75
	0,19
	0,07
	0,94

	
	2020
	0,44
	0,80
	0,18
	0,03
	0,81

	
	2021
	0,45
	0,85
	0,22
	0,03
	0,90

	
	2022
	0,43
	0,95
	0,18
	0,05
	1,04

	
	2023
	0,49
	0,81
	0,20
	0,26
	1,10

	GGRM
	2019
	0,34
	0,64
	0,19
	0,22
	1,41

	
	2020
	0,42
	0,74
	0,13
	0,35
	1,46

	
	2021
	0,34
	0,65
	0,08
	0,05
	1,39

	
	2022
	0,30
	0,64
	0,04
	0,08
	1,41

	
	2023
	0,27
	0,65
	0,08
	0,07
	1,29

	HMSP
	2019
	0,57
	0,28
	0,36
	16,05
	2,08

	
	2020
	0,49
	0,17
	0,22
	9,01
	1,86

	
	2021
	0,36
	0,14
	0,17
	4,22
	1,86

	
	2022
	0,31
	0,12
	0,15
	3,67
	2,03

	
	2023
	0,30
	0,15
	0,19
	4,09
	2,10

	WIIM
	2019
	0,61
	0,40
	0,02
	0,11
	1,07

	
	2020
	0,58
	0,42
	0,13
	4,73
	1,24

	
	2021
	0,55
	0,42
	0,11
	0,32
	1,45

	
	2022
	0,56
	0,46
	0,14
	0,35
	1,71
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	2023
	0,58
	0,52
	0,24
	1,52
	1,89

	DVLA
	2019
	0,46
	0,54
	0,16
	0,01
	0,99

	
	2020
	0,43
	0,52
	0,11
	0,01
	0,92

	
	2021
	0,45
	0,53
	0,10
	0,01
	0,91

	
	2022
	0,48
	0,56
	0,10
	0,00
	0,95

	
	2023
	0,46
	0,55
	0,09
	0,01
	0,93

	KLBF
	2019
	0,43
	0,76
	0,17
	0,01
	1,12

	
	2020
	0,44
	0,75
	0,16
	0,02
	1,02

	
	2021
	0,47
	0,73
	0,16
	0,01
	1,02

	
	2022
	0,45
	0,75
	0,16
	0,01
	1,06

	
	2023
	0,45
	0,77
	0,13
	0,01
	1,09

	MERCK
	2019
	0,45
	0,61
	0,14
	0,01
	0,83

	
	2020
	0,44
	0,62
	0,12
	0,03
	0,71

	
	2021
	0,47
	0,63
	0,19
	0,13
	1,04

	
	2022
	0,54
	0,69
	0,23
	0,07
	1,08

	
	2023
	0,62
	0,79
	0,21
	0,03
	1,00

	PEHA
	2019
	0,01
	0,26
	0,06
	0,71
	0,53

	
	2020
	-0,03
	0,24
	0,03
	1,21
	0,51

	
	2021
	0,12
	0,25
	0,01
	0,85
	0,57

	
	2022
	0,13
	0,26
	0,06
	0,56
	0,65

	
	2023
	0,11
	0,27
	0,04
	0,54
	0,57

	SIDO
	2019
	0,37
	0,26
	0,29
	0,01
	0,87

	
	2020
	0,39
	0,28
	0,30
	0,03
	0,87

	
	2021
	0,42
	0,33
	0,39
	0,02
	0,99

	
	2022
	0,41
	0,33
	0,34
	0,03
	0,95

	
	2023
	0,41
	0,32
	0,31
	0,03
	0,92

	TSPC
	2019
	0,42
	0,58
	0,10
	0,01
	1,31

	
	2020
	0,43
	0,60
	0,12
	0,03
	1,20

	
	2021
	0,45
	0,61
	0,11
	0,03
	1,16

	
	2022
	0,41
	0,58
	0,06
	0,02
	1,08

	
	2023
	0,42
	0,63
	0,10
	0,07
	1,16

	ADES
	2019
	0,21
	0,57
	0,15
	0,00
	0,93

	
	2020
	0,38
	0,35
	0,17
	0,03
	0,70

	
	2021
	0,31
	0,28
	0,25
	0,04
	0,72

	
	2022
	0,34
	0,44
	0,28
	0,04
	0,78

	
	2023
	0,45
	0,54
	0,23
	0,07
	0,73

	UNVR
	2019
	-0,22
	0,25
	0,49
	20,85
	2,08

	
	2020
	-0,22
	0,23
	0,46
	17,98
	2,09

	
	2021
	-0,25
	0,22
	0,40
	10,63
	2,07

	
	2022
	-0,27
	0,21
	0,39
	12,52
	2,25

	
	2023
	-0,38
	0,19
	0,38
	10,14
	2,32

	SCPI
	2019
	0,65
	0,38
	0,13
	3,78
	1,30

	
	2020
	0,23
	0,47
	0,18
	3,95
	1,81

	
	2021
	0,46
	0,73
	0,14
	12,64
	1,78

	
	2022
	0,53
	0,65
	0,17
	8,05
	1,72

	
	2023
	0,42
	0,52
	0,17
	5,21
	1,93

	WOOD
	2019
	0,13
	0,14
	0,05
	1,53
	0,39

	
	2020
	0,14
	0,19
	0,07
	1,21
	0,50
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	2021
	0,33
	0,24
	0,10
	1,62
	0,80

	
	2022
	0,38
	0,26
	0,03
	0,71
	0,65

	
	2023
	0,29
	0,25
	0,02
	5,17
	0,29


Keterangan :
A = Aset Lancar – Utang Lancar/ Total Aset
B = Laba ditahan/ Total asset
C = Laba sebelum pajak/ Total asset
D = Jumlah lembar saham x Harga per lembar saham/ Total utang
E = Penjualan/ Total aset
[bookmark: _bookmark71]Lampiran 5. Data Perusahaan Outlier
	Kode
	Tahun
	KI
	Z-Score
	ETR

	CAMP
	2019
	0,33
	10,54
	0,30

	
	2021
	0,33
	10,89
	0,15

	
	2022
	0,33
	10,59
	0,21

	CEKA
	2019
	0,33
	13,02
	0,22

	CLEO
	2019
	0,33
	4,51
	0,18

	
	2020
	0,33
	26,46
	0,17

	MLBI
	2020
	0,33
	1,81
	0,62

	MYOR
	2019
	0,40
	3,13
	0,20

	SKBM
	2019
	0,33
	1,56
	2,30

	
	2020
	0,33
	2,23
	0,85

	
	2023
	0,33
	2,15
	2,14

	HMSP
	2019
	0,50
	13,96
	0,25

	
	2021
	0,50
	5,60
	0,69

	MERCK
	2019
	0,50
	2,70
	2,92

	PEHA
	2021
	0,50
	1,59
	1,34

	
	2023
	0,50
	1,54
	1,89

	TSPC
	2019
	0,60
	2,95
	0,76

	
	2020
	0,60
	2,97
	0,49

	
	2021
	0,60
	2,96
	0,60

	
	2022
	0,60
	2,60
	0,49

	
	2023
	0,60
	2,90
	0,56

	UNVR
	2019
	0,83
	16,29
	0,32

	
	2020
	0,83
	14,46
	0,18

	
	2021
	0,83
	9,78
	0,25

	
	2022
	0,83
	11,01
	0,25

	
	2023
	0,83
	9,46
	0,24

	SCPI
	2019
	0,33
	5,31
	0,44



[bookmark: _bookmark72]Lampiran 6. Sampel Uji Nomalitas Sesudah Outlier
	Kode
	Tahun
	KI
	Z-Score
	ETR

	CAMP
	2020
	0,33
	10,54
	0,30

	
	2023
	0,33
	12,60
	0,21

	CEKA
	2020
	0,33
	4,51
	0,29

	
	2021
	0,33
	4,44
	0,28




71


	
	2022
	0,33
	5,30
	0,24

	
	2023
	0,33
	6,06
	0,20

	CLEO
	2021
	0,33
	11,77
	0,17

	
	2022
	0,33
	9,85
	0,20

	
	2023
	0,33
	8,78
	0,15

	DLTA
	2019
	0,40
	3,65
	0,21

	
	2020
	0,40
	3,32
	0,36

	
	2021
	0,40
	3,27
	0,22

	
	2022
	0,40
	3,21
	0,24

	
	2023
	0,40
	9,37
	0,23

	DMND
	2019
	0,60
	4,86
	0,26

	
	2020
	0,60
	7,53
	0,21

	
	2021
	0,60
	6,55
	0,18

	
	2022
	0,60
	5,81
	0,29

	
	2023
	0,60
	6,15
	0,24

	GOOD
	2019
	0,40
	5,41
	0,22

	
	2020
	0,40
	3,15
	0,30

	
	2021
	0,40
	5,17
	0,25

	
	2022
	0,40
	5,19
	0,23

	
	2023
	0,40
	5,08
	0,21

	ICBP
	2019
	0,22
	2,70
	0,22

	
	2020
	0,22
	1,18
	0,17

	
	2021
	0,22
	1,28
	0,28

	
	2022
	0,22
	1,52
	0,30

	
	2023
	0,22
	1,63
	0,23

	INDF
	2019
	0,38
	1,61
	0,27

	
	2020
	0,38
	1,11
	0,22

	
	2021
	0,38
	1,25
	0,25

	
	2022
	0,38
	1,46
	0,30

	
	2023
	0,38
	1,49
	0,23

	KEJU
	2019
	0,33
	6,67
	0,27

	
	2020
	0,33
	8,18
	0,26

	
	2021
	0,33
	9,05
	0,18

	
	2022
	0,33
	11,37
	0,36

	
	2023
	0,33
	9,57
	0,16

	MLBI
	2020
	0,33
	1,81
	0,62

	
	2021
	0,33
	2,20
	0,20

	
	2022
	0,33
	2,42
	0,26

	
	2023
	0,33
	1,99
	0,31

	MYOR
	2020
	0,40
	3,05
	0,23

	
	2021
	0,40
	2,90
	0,26

	
	2022
	0,40
	3,01
	0,15

	
	2023
	0,40
	3,33
	0,14

	ROTI
	2019
	0,33
	1,77
	0,16

	
	2020
	0,33
	2,16
	0,20

	
	2021
	0,33
	2,27
	0,13

	
	2022
	0,33
	2,38
	0,14

	
	2023
	0,33
	2,09
	0,25
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	SKBM
	2021
	0,33
	2,45
	0,33

	
	2022
	0,33
	2,57
	0,06

	SKLT
	2019
	0,33
	4,00
	0,26

	
	2020
	0,33
	4,25
	0,17

	
	2021
	0,33
	5,45
	0,11

	
	2022
	0,33
	3,89
	0,29

	
	2023
	0,33
	4,94
	0,21

	STTP
	2019
	0,33
	3,19
	0,15

	
	2020
	0,33
	3,18
	0,15

	
	2021
	0,33
	3,31
	0,21

	
	2022
	0,33
	3,30
	0,18

	
	2023
	0,33
	3,15
	0,18

	ULTJ
	2019
	0,50
	3,18
	0,20

	
	2020
	0,50
	3,08
	0,23

	
	2021
	0,33
	3,37
	0,22

	
	2022
	0,33
	3,49
	0,33

	
	2023
	0,33
	3,63
	0,19

	GGRM
	2019
	0,67
	3,47
	0,22

	
	2020
	0,67
	3,62
	0,23

	
	2021
	0,67
	3,01
	0,17

	
	2022
	0,67
	2,85
	0,32

	
	2023
	0,67
	2,82
	0,30

	HMSP
	2020
	0,50
	8,84
	0,26

	
	2022
	0,50
	5,26
	0,23

	
	2023
	0,50
	5,74
	0,27

	WIIM
	2019
	0,50
	2,50
	0,35

	
	2020
	0,50
	5,77
	0,07

	
	2021
	0,33
	3,25
	0,28

	
	2022
	0,33
	3,70
	0,13

	
	2023
	0,33
	5,01
	0,19

	DVLA
	2019
	0,43
	2,84
	0,27

	
	2020
	0,43
	2,51
	0,27

	
	2021
	0,43
	2,53
	0,39

	
	2022
	0,43
	2,64
	0,31

	
	2023
	0,43
	2,56
	0,18

	KLBF
	2019
	0,43
	3,25
	0,25

	
	2020
	0,43
	3,14
	0,17

	
	2021
	0,43
	3,16
	0,23

	
	2022
	0,43
	3,20
	0,26

	
	2023
	0,43
	3,16
	0,28

	MERCK
	2019
	0,50
	2,70
	2,92

	
	2020
	0,50
	2,50
	0,09

	
	2021
	0,50
	3,18
	0,14

	
	2022
	0,50
	3,50
	0,31

	PEHA
	2021
	0,50
	1,59
	1,34

	
	2022
	0,50
	1,69
	0,42

	
	2023
	0,50
	1,54
	1,89

	SIDO
	2019
	0,43
	2,96
	0,21
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	2020
	0,43
	2,60
	0,20

	
	2021
	0,43
	2,90
	0,20

	
	2022
	0,43
	16,29
	0,24

	
	2023
	0,43
	14,46
	0,22

	TSPC
	2019
	0,60
	2,64
	0,76

	
	2020
	0,60
	2,73
	0,49

	
	2021
	0,60
	3,24
	0,60

	
	2022
	0,60
	3,04
	0,49

	
	2023
	0,60
	2,88
	0,56

	ADES
	2019
	0,33
	2,47
	0,14

	
	2020
	0,33
	2,21
	0,11

	
	2021
	0,33
	2,33
	0,17

	
	2022
	0,33
	2,74
	0,18

	
	2023
	0,33
	2,83
	0,22

	SCPI
	2020
	0,33
	11,39
	0,30

	
	2021
	0,33
	8,64
	0,24

	
	2023
	0,33
	6,86
	0,34

	WOOD
	2019
	0,50
	1,83
	0,38

	
	2020
	0,50
	1,89
	0,16

	
	2021
	0,50
	2,84
	0,19

	
	2022
	0,50
	2,01
	0,13

	
	2023
	0,50
	4,15
	0,19



[bookmark: _bookmark73]Lampiran 7. Output SPSS
Statistik Deskriptif Sebelum Outlier
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Statistik Deskriptif Sesudah Outlier
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Uji Normalitas Sebelum Outlier
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Outlier dengan Boxplot
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Uji Normalitas Sesudah Outlier
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Coefficients”

Collinsarity Statistics

Mods! Tolerance | VIF
1 KOMISARIS 0996  1.004
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2. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE
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